
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN EUPATI KATINGAN

NOMOR sp',tAHUN 2016

TENTAI{G

PERUBAHAN ATA* PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN 2016

TBNTANG PEDOMAN PELAKSANMN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA BAGI

HASILPAJAKDAERAHDANREf,RIBUSIDAERAI{KEPADAPEMERINTAH
oisn/ rcBwRAuAN DI I$BUPATEN I#rINGAI\I

Menimbang

DENGAN RAHMAT TI.'HAN YANG MAHA ESA

BUPATT NATINGAI,I,

: a. bahwa unhrk meningt<atkan kapasitas Pemerintsh Desa

dalam penyelenggaraan tugas-hrgas pemerintahan'

pemUangunan dan pelayanan masyarakat' ry:l"
dilakukan,,p*y.peningkatanpendapatar'rDesarnelalui
penerimaan.g"gi-HasitPqiakdarrRetribusiDaerah
Kabupaten Katingan yangmana perlu disempurnakan;

b.bahwaPeratrrrarrBupatiKatinganNomorSsTatrun2016
tentarrgPedomarrPelaksarraarrDarraBagiHasilPajak
Daeralr dan Retribusi Daerah kepada pemerintahan

Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan dalam

implementasinyaperlusinkronisasidenggnpendapatart
asli daerah lkbuPaten lktingan;

e.batrwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
padahurufadarrrrururbdiatas,perluditeapkandengan
per*trr"r, Bupati l{atingan tentang Perubahan Atas

Perattrranr.,p"tilktingarrNomor3STahun2aL6tentang
PedomanPelaksanaanDarraBasiHasilPadakDaerahlan
Retribusi Daerah Kepada pemerintatran Desa/Kelurahan

di KabuPaten Katingan;

: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang

pembenttrkan Kabupaten Katingan, Kabupaterr senryan,

Kabupatensulramara,I(abupatenl.amarrdau,I(abupaten
GunungMas,KabupatenPulangPisau'Kabupaten
MunrngRayadanKabupatengaritoTimurdiProvinsi
KalimantarrTengahprmuarar,NegaraRepubliklndonesia

Mengingat



2.

Tahunzaa}Nomorls,Tambaharrl,embaranNegara
Republik Indonesia Nomor a180);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 t€ntang

PerimbarrganKeuangarrantaraPemerinta}rRrsatdan
Pemerintahan paerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2004 Nomor 126 Tambatran Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang P4iak

DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 50a9h

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

Pembenhrkan Peraturan Perundang-Undangan (I"embarart

Negara Republik Indonesia Tahr:n 2011 Nomor 82'

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
523+l;

Undang-Undang Nomor 6 Tatrun 2AL4 tentsflg Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor

i, t"*U"t an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Sae5);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014, Tartrbahan Lembaran Negara

RepublikIndonesiaNomorsssT}sebagairaanatelah
diubahbeberapakaliterakhirdenganUndarrg-Undang
Nomor g Tahun 2Ot5 tentang Perubatran Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Trrmbatran lrmbaraB

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

PeraflrranPemerintatrNomorS5Tatrun200Stentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun2oosNomorLg7,TambaharrlrmbararrNegara
Republik Indonesia Nomor a575);

PerahrranPemerintahNomorSsTahun2005tentang
PengelolaanKeuarrganDaerah(I,embaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nornor a578);

Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Peinerintah'

pemerintahan Daeratr Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupate nl Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia

TatrunzoolNomorSz,Tambaharrl,embaranNegara
Republik Indonesia Nomor a7371;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



l0.PeraturanPemerintahNomor4TTahun2ol5t€ntang
PenrbahanAtasPeraflrranPemerintahNomor43Tahun
zo!4tentangPeraturanPelaksanaanUndang.Undang
Nomor6TahunzoL4tentangDesa(I.embararrNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L$71;

11. peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor t0 TahUn

2OA7 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2OOT Nomor 10);

Lz. peratrrran Daerah Kabupaten Katinge' Nomor 11 Tahun

zOtL tentang Kerjasama Antar Desa di Kabupaten

Ifutingan ll,embaran Daerah Kabupaten Ifutingan Tatrun

2011 Nomor 11);

13.PeraturanDaerahKabupatenKatingarrNomorl0Tahun
2olstentangAnggaranPendapatar.rdanBelanjaDaer.ah
Kabupaten ["ti"gL Tahun Anggaran 2OL6 (Irmbaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol5 Nomor 56'

Tambatran kmbaran Daerah Ifubupaten Katingan Nomor

271;

14. P€raarran Menteri Dalam Negeri Nomsr 130 Tahun 2OO3

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam

Negeri;

15. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2AOT

tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan

Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa;

16. perat,ran Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2oL4

tentang Pengelolaan Keuanggn Desa;

t7. Perattrran Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015

&ntang Penggunaan, Pengalokasian' Penyaluran'

Pemantstran dr" Evaluasi Dana Desa (Berita Negara

RepubliklndonesiaTahun20lsNomor6Sa);

18. Peratrran Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Tata Cara eengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah

Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 2571;

MEMUTUSIfiN

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS

PE sn*TURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 38 TAHUN zALo

TENTANG PEDOMAN PEI'AKSANAAN DAN TATA CARA

PEMBAGIANDANABAGIHASILPAJAI(DAERAHDAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH

DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN'



1.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor

38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata car:a

Pembagian Dana Bas Hasil Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepada Pemerintah Desa/Kelur.ahan di Kabupaten Katingan

(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 2821; di

ubah sebagai berikut :

Ketenflran Bab II sumber Dana Bagr Hasil Pajak Daerah. dan

ietribusi Daerah iasat 2 ayat (21 dan ayat (3) diubatr, sehingga Pasal

2 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

BAB II

SUMBER DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAE.RAH

Pasal 2

(2) pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :

a. Pajak Hotel;
b. Pdak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan logam dan Bahran;

Pajak Parkir;
Pajak eir Tanah;
Pajak Sarang Burung Walet;
pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan,

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan'

{3) Retribusi Daerah sebagsimana dimaksud ayat (1) adalah Retribusi

Daerah yang dipungut Pemerintatr Daerah sesuai ketentuart

Peraturan Perundang-undangan, meliputi :

a. Reuibusi Jasa Umum;

b. Retribusi Jasa Usaha dan;

c. Retribusi Perijinan Tertenhr.

Ketentuan Bab III Penentuan Besaran Bagian Desa dari Dana Bagr

Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 4 ayat (1) diubah'

sehingga Pasal4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENENTUAN BESARAN BAGIAN DESA DARI DANA BAGI HASIL

PA-'AK DAEMH DAN RffiIBUSI DAERAH

Pasal 4

(1) Penenttran besaran bagian DesalKelurahan dari Dana Bagt Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

e.

f.
g.
h.
i.
j.

2.



3.

a.6o%(EnamRrluhPerseratus)dibagiseearameratakepada
seluruh Desa; dan

b.40Vo(EmpatPrrluhPerseratus}dibagisecaraproporsional
realisasi penerimaan hasil pqiak dan retribusi dari masing-

masing Desa.

Ketenhran Bab IV Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagr Hasil

pajak Daeratr d*, neiriuusi Daerah p""ut 5 diubah, sehingga

terUunYi sebagai berikut :

BAB IV

PENGELOI.AAN DAN PENGGUNAAN DANA

BAGI TTA,iiiFI.JAK PIERAH PaN FE"TBIEUSI PAERAH

Pasal 5

PengelolaanbagianDgTdan.KeluratrandariDanaBastHasilPajak
Daerah dan n&riuusi Daerah merupatcan tanggung jawlb Kepala

Desa/Lurah selaku pemegang liekuasaan umum keuangart

Desa/Kelurshan.

Ketentrran Bab IV Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bagi Hasil

Pqiak Daerah dan Retri6usi paeratr pasat-o ayat (1)' ayat (2)' dan

ayat (3) oiuuail aan ditamuatrkan 1 (sattr). ayat yaitu ayat (4),

;hid; t"s"turutt"n pas"t 6 berbrmyi sebagai berilnrt :

Pasal 6

(1)AlokasiBagianDesadariDanaBagtHasilP4akDaerahdan
RetribusiDaerahdituangkandalamAnggaranPendapatandan
Belanja Desa;

(2)PengelolaanBagtanDesadariDanaBagHasilPajakDaerahdan
Retribusi Daeratr dilaksanakan oleh Kepala Desa;

(3) Kepala Desa dalam Pengelolaan Bagian Desa dari Dana Bagr Hasil

pajak Daerah da, RetriLusi Daeratr sebagaimana dimaksud pada

ayat(1},sesuaidenganArrggaranPendapatandarrBelanjaDesa.

(a) untuk Kelurahan Yang Mendapatkan Barjan dari Dana Bagr Hasil

p4iak dan Retribusi Agar membuat Daftar Rincian Penggunan

Dana.

Ketentuan Bab IV Pengelolaar,r dan Penggunaan Dana Bagr Hasil

pajak Daerah dan netrioJusi paetaf, Pasal TaiuUaft, sehingga Pasa1 7

beibunYi sebagai berikmt :

Pasal 7

PenggunaanDanaBagrHasilPajakDaerah.danRetribusiDaerah
digunakan untuk 

- *"*bdyai .-- -k"4** Pemerintahan

Desa/Keturaharr,Peqrbaleuna',pe"alKelurahandanPemberdayaan
MasYarakat Desal Kelurahan'

4.

5.



6. Ketentuan Bab v Mekanisme Pencairan dan Pen5raluran Pasal 9

Oi"Urft, sehingga Pasa19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1}PengqiuanDanaBagiHasilPajakDaerahdarrRetribusidaerah
dilalnrkan oleh peierintah Desa sesudah ditetapkan dalam

Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

danuntukKelurahandimasukanKedalamDaftarRician
PenggunaanBagiHasilP4iakDaerahdanRetribusiyans
disahkan melalui Surat Penetapan Oleh Lurah'

(2)PengqiuanDanaBagtHasilP4iakDaeratrdanReribusiDaerah
dilaklrkan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan dengan

mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat;

(3)PengajuanpermohonarrpencairandarrabagihasilPajakdan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (21' dengan

melamPirkan:

a,FotocopyPeraturarrDesatentangArrggaranPendapatandan
BelanjaDesa,danuntukKeluratranFotoCopySurat
Penetapan Daftar Rician Penggunaan Dana;

b.FotocopySuratKeputtrsfilBenda}raraDesa/Kelurahan;

c. Fotocopy Surat Keputtrsan Bupati Katingan tentang

PenetapanAlokasiPenerimaanBagiHasilP4iakdarrRetribusi
Daeratr;

d. Fotocopy Rekening Desa/Kelurahan;

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPruM);

Ketentuan Bab v Mekanisme Peneairan dan Penyaluran Pasal 10

ayat (2ldiubarr, ";hi;a;pasat 
io ,v"t (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1O

(2}Pengambilandanasebagaimarradimsksudpadaayat(1)
dilaksanakan oleh gendahara Desa/Keluratran dengan surat

Tugas dari Kepala Desa/Lurah dan rekomendasi Camat'

Ketentuafi Bab vI Pengarrggaran dan Penatausahan Pasal 11 diubah'

sehingga berbunyi sebagai herikut :

EAE VI

PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAN

Pasal 11

penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

DaerahdiarrggarkanpaaaAnggararrPendapatarrdanBelanjaDesa
(ApBDesa) *"iarrgkro untuk f,turah"n dimasukan kedalam Daftar

Rician penggunaln Bagi Hasil P"l* _Daelatr 
dan Retribusi yang

disahkan melalui Surat Penetapan oleh L'urah'

7.



Pasal II

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, tnemerintahkan

pengunaangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, ] oktober ?o16

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal,) 0ktober 3016

SEKRETGIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

(/

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR 
'O?J

H. AHMAD YANTENGLtrE


